ABSTRAK
Suatu tata pemerintahan yang baik tercipta melalui kemampuan pengelolaan sumber daya aparatur yang baik pula. Dalam upaya pengelolaan sumber daya aparatur dalam bekerja pemerintah membuat  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan peraturan tersebut maka penulis membuat Laporan Akhir yang berjudul “penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah”. 
Desain magang menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja PNS. Aspek penilaian dari SKP adalah kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan aspek penilaian perilaku kerja adalah orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 masih belum bisa dikatakan baik. Hal ini terlihat unsur kuantitas yang masih belum sesuai dengan kenyataan, contohnya dilaporan SKP sudah benar tetapi realisasi kuantitasnya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Saran, lebih ditingkatkan lagi pembinaan dan pendampingan kepada PNS dalam pembuatan SKP.
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ABSTRACT

A good governance was created through the resource management capabilities of the apparatus which is good anyway. In an attempt to resource management agencies in the work of the Government to make government regulation Number 46 Year 2011 about the Valuation work achievement. To find out how the implementation, obstacles as well as the efforts made by the Agency's Regional Districts Blora Staffing in exercising the regulation then the author makes a final report entitled "performance appraisal of civil servants in Agency’s Regional Districts Blora Staffing of the Central Java province ". 

Qualitative research design internship using the descriptive nature of the inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis technique used is the reduction of the data, the presentation of data as well as the withdrawal of conclusions and verification.

Performance appraisal of the work of civil servants is an assessment process was systematically carried out by the official appraiser employee work against targets or SKP and work behaviour of civil servants. This aspect of the assessment of the SKP is quantity, quality, time and cost. While aspects of work behavior assessments is the orientation service, integrity, commitment, discipline, cooperation, and leadership. Research results show that implementation of the assessment of the achievements of the work of employees based on the government regulation number 46 of 2011 still not be said either. This looks a quantity element is still not in accordance with reality, as for example dilaporan SKP is correct but the realization the rise has still not be accounted for. Suggestions, more enhanced coaching and mentoring to civil servants in the manufacture of SKP.
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